BUPATI LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada Anggaran

" Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran

2019 terdapat standar biaya yang melebihi dan atau belum
diatur dalam Standar Biaya Masukan Tahun 2019,
sehingga perlu dilakukan pengaturan.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Benghkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9@ Tahun 1967 Dan
Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NMNegara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa, kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20135
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Angparan 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2018 Nomeor 11);

18. Peraturan Bupati Lebong Nomor 67 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Lebong Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 67 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG STANDAR BIAYA
KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Standar Biaya Khusus adalah satuan biaya tertinggi yang digunakan sebagai
acuan penyusunan anggaran belanja dan pelaksanaan anggaran belanja daerah
Tahun Anggaran 201%,

Pasal 2

Standar biaya khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Standar biaya khusus digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dalam pengelolaan
anggaran belanja daerah.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Lebong.

Diundangkan di Tubei
pada tanggal i1 Februari

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

2019
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DALMUJI SURANTO

Ditetapkan di Tubei

pada tanggal 12 februar: 2019
7 BUPATI LEBONG,
23 /M
- - |

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR

i




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR /3 TAHUN 2019
TANGGAL /1 Febryar: 2019
STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019
Mo Uraian Batuan Biaya TA. 2019 (BEp.) | Keterangan
1 2 3 4 3
1 [Tim Anggaran Pemerintah Dacrah E SRR OSSR
_________ dan Tim Telmis Anggaran s
A Tim Anpgaran Pemerintah Daerah [TAPD] I
1 Pengarah - _ |Orang / Bulan 2000000 ]
2 Pembina - |Orang /{Bulan | - 1.800.000
3Ketua Orang / Bulan 1.700.000 [
4 Wakil Ketua Orang [ Bulan ” 1.500.000
5 Bekretaris Orang / Bulan 1.300000f |
6 Wakil Sekretaris Orang /Bulan |  1.200.000 -
- 7 Anggota N _|Orang / Bulan | 1.000.000 =
B TimTeknisAnggaran | % SR =
1 Ketua EETE Orang / Bulan 1.000.000 Sy
2 Wakil Ketua |Orang / Bulan 900.000 |
3 Angpota (PNS) Orang / Bulan 800000 |
4 Anggota (Non PNS) Orang [ Bulan 700.000
L]

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LEBONG,
DALMUJI SURANTO
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